
BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 27 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2019 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAHTAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 
tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan 
Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(Covid'l 9) dan/atau Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional, Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang 
Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi 
Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam rangka Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Comd-19)f 
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 
Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 
177/PMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 
dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli 
Masyarakat dan Perekonomian Nasional maka perlu 
adanya penyesuaian APBD 2020; 

b. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran antar 
rincian objek belanja dari Perangkat Daerah dan 
sesuai ketentuan dalam Pasal 160 ayat (4) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, 
pergeseran antar rincian objek dalam objek belanja 
berkenaan dan pergeseran antar objek belanja dalam 
jenis belanja berkenaan dilakukan dengan mengubah 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020; 



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huru f a dan huru f b, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 80 
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4150); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kal i diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau 
dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2019 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 
tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 
2020 diubah sebagai ber ikut : 
1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai be r iku t : 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula Rp 
1.717.734.364.165,00 berkurang sejumlah Rp 206.136.610.825,00 sehingga 
menjadi Rp 1.511.597.753.340,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a . Pendapatan 
1 Semula 
2 Bertambah 

/ (Berkurang) 
Jumlah Pendapatan 
Setelah Perubahan 

b. Belanja 
Semula 
Bertambah/(Berkurang) 
Jumlah Pendapatan 
Setelah Perubahan 
Surplus/(Derisit) Setelah 
Perubahan 

c . Pembiayaan 
Penerimaan 
1. Semula 
2. Bertambah/(Berkur 

ang) 
Jumlah Penerimaan 
Setelah Perubahan 
Pengeluaran 
1. Semula 
2. Bertambah/(Berkur 

ang) 
Jumlah Pengeluaran 
Setelah Perubahan 
Pembiayaan netto 

S i s a Lebih Pembiayaan 
Anggaran Setelah 
Perubahan 

Rp 1.715.234.364.165,00 
Rp (206.139.821.825,00) 

Rp 1.509.094.553.340,00 

Rp 1.716.284.364.165,00 
RP (206.136.610.825,00) 

Rp 1.510.147.753.340,00 

Rp (1.053.200.000,00) 

Rp 
Rp 

2.500.000.000,00 
3.200.000,00 

Rp 2.503.200.000,00 

Rp 
Rp 

1.450.000.000,00 
0,00 

Rp 1.450.000.000,00 

Rp 1.053.200.000,00 

Rp 0,00 

2. Ringkasan Perubahan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1, tercauitum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati in i . 

3. Perubahan Penyesuaian APBD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dirinci 
lebih lanjut dalam Lampiran I I , Lampiran III dan Lampiran IV yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati in i . 

4. Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan in i dituangkan lebih lanjut dalam 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Angggiran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (DPPA SKPD) sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang 
berlaku. 



Pasal II 

Peraturan Bupati in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 
pada tanggal 20 - 05 - 2020 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 20 Mei 2020 

SEKRBTARIS DAERAH 

Dr Ir HERU WIWOHO SP. M Si 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19670716 199202 1 002 

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 27 


